
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR  43  TAHUN  2013  
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN KEDUA ATAS  

 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka percepatan perwujudan 

pembangunan jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi 

belum layak secara finansial, Pemerintah dapat mengambil 
langkah sesuai dengan kewenangannya untuk 

melaksanakan pengusahaan jalan tol; 
 
  b. bahwa ketentuan mengenai pengusahaan jalan tol oleh 

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum 
diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 

Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 
 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 
 
Mengingat     :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4444); 
 
 

 3. Peraturan . . . 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang 
Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 
TENTANG JALAN TOL. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5019), diubah sebagai 
berikut: 

 

1. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 19 ayat (2). 
 

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah dan ditambahkan 4 

(empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20 
 

(1) Pengusahaan jalan tol oleh Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 terutama diperuntukkan 
untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi, tetapi 

belum layak secara finansial. 
 

(2) Pelaksanaan pengusahaan jalan tol sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan 
pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan 

konstruksi jalan tol oleh Pemerintah yang selanjutnya 
pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh 

Badan Usaha. 

(3) Dalam . . . 
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(3) Dalam hal pendanaan Pemerintah untuk 
pengusahaan jalan tol terbatas, dalam rangka 

percepatan pembangunan wilayah, Pemerintah dapat 
menugaskan badan usaha milik negara untuk 
melaksanakan pengusahaan jalan tol. 

(4) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan badan usaha milik negara 

yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. 

(5) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dapat bekerja sama dengan badan 

usaha lain. 

(6) Penugasan kepada badan usaha milik negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Presiden. 
 

3. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 22A 
 

Pemilihan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 dilakukan melalui 
pelelangan. 

 
4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 31 

 
Pelaksanaan konstruksi menjadi tanggung jawab Badan 
Usaha dengan memperhatikan mutu, efisiensi dan 

manfaat, serta fungsi jalan tol. 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

 
 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  27 Mei 2013 

    

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
       

            ttd. 
 
 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  29 Mei 2013 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 
      

                                ttd. 
 
 

                   AMIR SYAMSUDIN 
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013  NOMOR 101 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA 

Asisten Deputi Perundang-undangan 

Bidang Perekonomian, 

 

   ttd. 

 

                   Lydia Silvanna Djaman 



 

PENJELASAN 
 

ATAS  
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR   43   TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 
 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL 

 
I. UMUM 

 
Pembangunan jalan tol perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya, menjaga kesinambungan dalam 

pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, serta 
meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi terutama pada wilayah 
yang sudah tinggi tingkat pertumbuhannya.  
 

Dalam rangka percepatan perwujudan pembangunan jalan tol yang layak 
secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial, Pemerintah 
mengambil langkah pengusahaan jalan tol yang dilakukan melalui 

kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi 
jalan tol oleh Pemerintah yang selanjutnya pengoperasian dan 

pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha. 
 

Pengusahaan jalan tol oleh Pemerintah tersebut dapat dilakukan oleh 
badan usaha milik negara yang diberikan penugasan oleh Pemerintah, 

dalam hal pendanaan Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan Rencana Kerja Pemerintah untuk 
pengusahaan jalan tol terbatas dan pengusahaan jalan tol oleh 

Pemerintah tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, 
sedangkan kebutuhan untuk pembangunan jalan tol perlu segera 

dilakukan dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan pusat-
pusat pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah. 
 

Badan usaha milik negara yang diberikan penugasan untuk pengusahaan 
jalan tol, merupakan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya 
dimiliki oleh negara.  
 

Terhadap pelaksanaan konstruksi jalan tol, perlu dipertegas bahwa 
pelaksanaan konstruksi jalan tol menjadi tanggung jawab Badan Usaha 

dengan memperhatikan mutu, efisiensi, dan manfaat serta fungsi jalan tol. 

Berdasarkan . . . 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu untuk mengubah beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang 

Jalan Tol.  

 
II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 
Angka 1 

Pasal 19  

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan yang 

ditentukan dalam proses pelelangan sesuai dengan 
lingkup pekerjaan yang dilelangkan. 
 

Pengusahaan jalan tol dapat dilakukan dengan bentuk 
Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer), 
Kontrak Operasi dan Pemeliharaan (Operation and 
Maintenance Contract), atau bentuk lainnya 

sebagaimana disetujui oleh Menteri. 
 
Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer) 
dimaksud adalah Badan Usaha berkewajiban untuk 
membangun jalan tol dan/atau fasilitas, termasuk 

pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengoperasian 
dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu serta 
berhak menarik biaya pemakaian layanan dari 

pengguna untuk mengembalikan modal investasi, 
biaya pengoperasian dan pemeliharaan serta 

keuntungan yang wajar, dan setelah berakhirnya 
Perjanjian Pengusahaan harus diserahkan kepada 
Pemerintah tanpa penggantian biaya apapun. 

 
Kontrak Operasi dan Pemeliharaan (Operation and 
Maintenance Contract) adalah Badan Usaha 
berkewajiban untuk memberikan jasa layanan operasi 
dan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu untuk 

mengoperasikan atau mendukung pengoperasian 
suatu ruas jalan tol. 

 
Angka 2 

Pasal 20 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Pendanaan Pemerintah untuk pengusahaan jalan tol 
sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan alokasi 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

 

Angka 3 
Pasal 22A 

Cukup jelas. 

 
Angka 4 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

 

Pasal II 
Cukup jelas. 

 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5422 


